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BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR S TAHUN 2021

TENTANG

BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a.

Mengingat : 1,

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMANDAU,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Uang
Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang
diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai
Kegiatan operasional pada Organisasi Perangkat Daerah
dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batasan
Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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uang panjar dari Uang Persediaan, kepada PPTK atas persetujuan pengguna
anggaran.

(2) Uang panjar yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada PPTK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan dalam
waktu 1 (satu) bulan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HLUKLIMWA
SETDA KABUPATEN L AMANCAU .
JABATAN | PARAF Ditetapkan di Nanga Bulik
: : pada tanggal b Februari 2021
WABUP
~ SEKDA BUPATI AU,
ASISTEN f/"s
KABAG 'K/
KASUEBAG ] HENDRA
PELAKSANA AL

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal |k Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDALU,

-

IRWANSYAH

@ BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR F\8







No Organisasi Perangkat Daerah Uang Persedian (Rp)
(1) (2) (3)
23. | Sekretariat DPRD 850.000.000
24. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 100.000.000
Terpadu Satu Pintu
25. | Kecamatan Bulik Timur 60.000.000
26. | Kecamatan Bulik 100.000.000
27. | Kelurahan Nanga Bulik 10.000.000
28. | Kecamatan Lamandau 20.000.000
29 | Kelurahan Tapin Bini 10.000.000
30. | Kecamatan Delang 80.000.000
31. | Kelurahan Kudangan 10.000.000
32. | Kecamatan Sematu Jaya 50.000.000
33. | Kecamatan Menthobi Raya 60.000.000
34. | Kecamatan Belantikan Raya 50.000.000
35, | Kecamatan Batang Kawa 60.000.000
36. | Inspektorat 170.000.000
37. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 170.000.000
38. | Badan Keuangan Daerah (SKPD) 350.000.000
39, | Badan Kepegawaian dan Pengembangan 260.000.000
Sumber Daya Manusia
TOTAL 9.380.000.000
BAGIAN HUH UM BUPATI AU,
SETDA KABUPATEN | AMANDAL
JABATAN | PARAF
WAByP
SEROA HENDRA A
AZISTEN
KABAG & /
MASUEBAG H
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